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PENETAPAN

Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Pbr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
XXXXXXXXXX, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX  XXXXXX, Kecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmawati,
S.H.M.H dan Yustia Adriani, S.H, Advokat yang beralamat di
Jalan Nuri Nomor 1, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus
dengan Nomor 39/SK.RS/10/2020/ bertanggal 22 Oktober 2020,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru,
dengan register surat kuasa Nomor 544/2020 tanggal 12

November 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

Eka Saputra Bin Nurham (Alm), umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Belum/ Tidak bekerja, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX
XX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX,
Kecamatan Bukit raya Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;
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Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat
gugatannya bertanggal 02 Nopember 2020, yang diterima dan didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor
1742/Pdt.G/2020/PA.Pbr. pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan alasan-

alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2020, Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota Pekanbaru
(Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 02 -02-2020) Sesuai dengan
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/08/11/2020, tertanggal:02 ,
yang pada saat itu Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus

perjaka.;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat menandatangani sighat
taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta
Nikah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah pribadi tergugat dansampai sekarang

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah

melakukan hubungan suami isteri dan belum mempunyai anak

5. Bahwa sejak bulan juni tahun 2020 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang

penyebabnya adalah :

- Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada

Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada
Penggugat karenaTergugat tidak mempunyai hasil yang tetap
untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga
masih ditanggung sepenuhnya oleh keluarga penggugat
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- Bahwa Tergugat sering marah-marah dikarenakan hal-hal yang

tidak pasti dengan suara keras dan juga pernah mukul

6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah
tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil,
dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah
tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan

gugatan cerai ini kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3 .Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
Subsidair:
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil
Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan
tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir
di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas
panggilan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa
ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan

undang-undang;
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Penggugat di persidangan tanggal 19 November 2020, telah
mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan

terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 12 Nopember 2020;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan pada tanggal 19 November 2020, yang pada pokoknya
menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan

memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di

persidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim
menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

penetapan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana
yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada
Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut
sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir
di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun
berdasarkan relaas panggilan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Pbr. yang dibacakan
di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata
bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang

dibenarkan undang-undang;
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Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan
gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 12 Nopember
2020 secara tertulis di persidangan tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah
Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum

pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan
pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka
Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan
pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari
Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan
Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan
Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat:
1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama;

2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;

3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang

berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara;

2. Menyatakan perkara Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Pbr.telah selesai
karena di cabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp223.000,-(dua ratus
dua puluh tiga ribu rupiah);
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Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru
dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19
November 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1442
Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.l. sebagai Hakim Ketua Majelis,
Drs. Sayuti, M.H dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum, oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.l. sebagai Hakim Ketua
Majelis dengan dihadiri Drs. Sayuti, M.H dan Dra. Zulhana, M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Erdanita, S.Ag., M.H.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hokum Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abdul Aziz, M.H.l.

Hakim Anggota Majelis Hakim Anggota Majelis

Drs. Sayuti, M.H Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag., M.H.

HIm. 6 dari 7 him. Penetapan Nomor 1742/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara.:
1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya ATKRp.72.000,-

Biaya panggilan Rp. 75.000,-
PNBP panggilan Rp. 20.000,-
PNBP pencabutan  Rp. 10.000,-

Hak RedaksiRp. 10.000 -

MeteraiRp. 6.000 .-

Jumlah Rp.223.000,-

( dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Noos o A WD
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